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ABSTRAK 
 
 
Praktik gadai sudah lama di praktikan di tengah-tengah masyarakat di Desa 
Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Peisir Barat. Praktik gadai tanah 
sawah atau perkebunan yang dilakukan di desa Negeri Ratu dapat dijelaskan 
sebagai berikut, yaitu dengan datangnya rahin menemui murtahin bermaksud 
untuk meminjam uang dengan jaminan tanah sawah atau perkebunan, dengan 
jangka waktu yang tidak ditentukan yaitu, ketika pihak rahin telah memiliki uang 
untuk membayar utang dan mengambil kembali jaminannya. Namun seiring 
berjalanya waktu murtahin menjaminkan kembali jaminan tersebut kepada pihak 
lain, yang dilakukan murtahin tanpa pemberitahuan atau tanpa meminta izin 
terlebih dahulu kepada pihak rahin. Akad semacam ini tentunya menguntungkan 
salah satu pihak. Pihak yang merasa dirugikan adalah pihak rahin, karena tanah 
miliknya sudah berada pada pihak ketiga tanpa sepengetahuanya. Sementara 
murtahin mendapatkan kemudahan dari transaksi tersebut, yang pada dasarnya 
praktik gadai tersebut hanya dengan unsur kepercayaan saja.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengalihan 
gadai tanpa sepengetahuan rahin dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang 
pengalihan gadai tanpa sepengetahuan rahin. Adapun tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan rahin 
dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengalihan 
objek jaminan gadai tanpa sepengetahuan rahin, sehingga bisa mengetahui 
tanggung jawab seperti apa yang seharusnya dilakukan pihak murtahin.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Reseach), sifat penelitian ini 
adalah bersifat deskriptif analisis, analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau 
pengumpulan data dengan cara tidak lansung atau turun lansung kepada objek 
penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik gadai yang 
dilakukan pada Desa Negeri Ratu sudah sesuai dengan rukun namun syarat gadai 
belum semua terpenuhi. Adapun mengenai praktik pengalihan gadai tanpa 
sepengetahuan rahin adalah tidak dibenarkan dalam hukum Islam. karena pada 
dasarnya murtahin hanya menahan barang gadai dan tidak dibenarkan 
mengalihkan objek jaminan gadai tanpa mendapat izin dari penggadai (rahin). 
Barang gadai adalah untuk memberi jaminan kepada pemegang gadai (murtahin), 
sebagai jaminan bahwa rahin akan mengembalikan uang pinjamanya kepada 
pihak murtahin dan setelah utang dibayar rahin akan mendapatkan kembali 
barang jaminan itu. 
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MOTTO 
 
                            
                              
                      
Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-
Baqarah Ayat 283)

 
 
 
  
                                                             

 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahan Spesial for woman (Bamdung: 
Sygma Examedia Arkanleema, 2008), h. 49 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalah 
pahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul, diperlukan 
adanya penjelasan istilah-istilah yan terdapat pada judul dengan harapan 
memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Judul skripi ini 
adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa 
Sepengetahuan Rahin (Studi pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir 
Utara Kabupaten Pesisir Barat). Adapun istilah-istilah dalam judul adalah 
sebagai berikut: 
Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; 
pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).
1
 
Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai 
perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur’an dan Sunnah baik 
ketetapan langsung ataupun tidak langsung.
2
 
Pengalihan adalah pelimpahan hak serta kewajiban dari seseorang tertanggung 
kepada pihak lain, sehingga tertanggung sudah tidak memiliki hak untuk 
mendapatkan ganti rugi serta di bebaskan dari kewajiban.
3
 
Gadai merupakan salah satu perjanjian dimana menjadikan suatu benda 
sebagai jaminan utang  yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan 
                                                             
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470. 
2
 Bunyana Shilihin, Kaidah Hukum Islam (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.11 
3
 Op.Cit. h. 1.121 
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dalam membayar utang. Jaminan adanya barang disini untuk memperkuat 
kepercayaan dari orang yang memberikan hutang kepada yang berhutang.
4
 
Rahin adalah pihak yang menyerahkan barang jaminan dalam transaksi rahn.
5
  
Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut dapat dipahami bahwa 
maksud dari judul skripsi ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam 
mengenai praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan rahin, dan meninjau 
pengalihan gadai menurut hukum Islam.  
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan dalam memilih dan menentukan judul “Tinjauan Hukum 
Islam tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin”  adalah: 
1. Alasan Objektif 
Karena adanya praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan rahin di 
masyarakat Desa Negri Ratu sehingga penelitian ini dianggap perlu guna 
menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam 
2. Alasan Subjektif 
a. Penelitian ini didukung dengan literatur yang memadai sehingga 
memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang 
direncanakan. Selain itu judul yang diangkat erat relevansinya dengan 
jurusan mu‟amalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni 
saat ini. 
                                                             
4
 Imam Mustofa,  Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 193. 
5
 Ahmad Ifham Solihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama,2010), h. 679. 
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b. Berdasarkan data di jurusan, belum ada yang membahas pokok 
permasalahan ini, sehingga memungkinkannya untuk mengangkat 
sebagai judul skripsi. 
C. Latar Belakang Masalah 
Hukum Islam (Syari‟ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan 
berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini. Prinsip 
umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, dan akan tetap 
berlaku di masa depan.
6
 Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk saling 
membantu, tidak semua orang  memiliki apa yang dibutuhkanya akan tetapi 
sebagian orang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Hukum Islam 
memberikan tuntutan pada setiap orang yang bermuamalah berkewajiban 
mentaati peraturan dengan baik, salah satunya adalah masalah pinjaman. 
Pada umumnya pinjaman yang dilakukan secara sukarela sering 
dimaknai sebagai bagian dari  infak, dan sadaqah, sedangkan pinjaman yang 
dipraktikan dalam masyarakat saat ini membutuhkan alat pengikat sebagai 
jaminan dari kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang ada. Dalam 
konsep fiqh suatu sarana pengikat terhadap pinjaman atau transaksi tidak tunai 
yang di lakukan antara kedua belah pihak disebut dengan akad rahn.
7
 
Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah nama barang 
yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ 
artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara 
                                                             
6
 Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana 
Bhakti Wakaf, 1995, h. 27. 
7
 Ruslan Abdul Ghofur N, Gadai Syariah, (Teori dan Prakteknya di 
Indonesia),(Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2012), h. 4. 
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hak, dan dapat diambil kembali sebagai tebusan. Gadai berarti menjadikan 
barang yang memiliki nilai menurut Syari‟at sebagai jaminan hutang, sehingga 
orang tersebut diperbolehkan mengambil hutang atau mengambil sebagian 
manfaat barang gadaian.
8
 Namun kepemilikan atas barang tersebut tetap milik 
rahin (yang menggadaikan), sehingga murtahin (pemegang gadai) tidak 
memiliki kuasa atas barang tersebut, baik dijual, dipinjamkan, disewakan dan 
diambil manfaatnya. 
Para ulama sepakat, hukum gadai secara umum diperbolehkan, 
sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283:  
             
                  
             
Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya.” Q.S., Al-Baqarah )2(: 283 
Berdasarkan ayat Al-Qur‟an di atas menjelaskan petunjuk mengenai 
prinsip kehati-hatian apabila seseorang akan melakukan transaksi hutang-
                                                             
8
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjia Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 
187.  
9
 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya Special for woman, (Bandung : 
Sygma Examedia Arkanleema, 2008), h. 49 
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piutang yang memakai jangka waktu dengan pihak lain, dengan cara 
menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn). Gadai 
juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: 
Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dari 
seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya sebagai jaminan”, 
(H.R.Muslim). 
Berdasarkan al-Qur‟an dan hadis dapat dipahami bahwa gadai 
hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun 
orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi 
dengan non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang 
diharamkan dalam hukum Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, 
sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman. 
Praktik pelaksanaan gadai tidak selamanya sesuai dengan apa yang 
terjadi di lapangan. Pelaksanaan gadai tanah di desa Negeri Ratu Kecamatan 
Pesisir Utara sejauh ini praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat belum 
sesuai dengan Syari‟at Islam. Karena pada saat masyarakat di desa Negeri 
Ratu membutuhkan uang dalam jumlah yang besar mereka melakukan praktik 
gadai sawah ataupun perkebunan.  
                                                             
10
 Abi al-Husayn Muslim, Shahih Ai-Muslim juz II (Beirut:Dar Al-Fikr, 1992), h.51 
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Hal itu dilakukan karena kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan 
dana secepatnya. Sedangkan proses gadai tersebut dilakukan dengan cara 
yang sederhana yaitu rahin yang akan menggadaikan tanahnya datang 
menemui murtahin yang akan memberikan pinjaman uang.  
 Masyarakat desa Negeri Ratu biasanya menggadaikan sawah atau 
perkebunan kepada kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu 
pengembalian hutang pinjaman tidak ditentukan, yaitu ketika pihak rahin 
telah memiliki uang untuk membayar utang, dengan tanah perkebunan atau 
sawah yang dijadikan sebagai jaminan. Kemudian tanah atau sawah tersebut 
berpindah tangan dengan diserahkan  kepada pihak ketiga karena murtahin 
membutuhkan uang. Sawah atau perkebunan yang menjadi jaminan tersebut 
berpindah kepemilikan tanpa pemberitahuan kepada rahin, Selama berada 
ditangan murtahin, hak penggarapan dan penanaman sawah berada ditangan 
murtahin.         
 Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak murtahin. 
Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun 
sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai 
hutang yang dipinjamkan, dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan 
antara penggadai dan penerima gadai tidak mendatangkan saksi karena sudah 
saling percaya.          
 Pada saat penggadai (rahin) melakukan transaksi gadai sebenarnya ada 
unsur keterpaksaan karena harus menikhlaskan barang yang digadaikan 
(marhun) pemanfaatannya dan hasilnya dimiliki oleh penerima gadai 
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(murtahin) serta batas waktunya tidak ditentukan. Sedangkan dalam 
bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar sukarela 
tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih penting adalah memelihara 
nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan 
serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.  
 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, kiranya 
dipandang laik untuk mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi pada Desa 
Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat).” 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas,  dapat dirumuskan 
permasalahanya sebagai beikut: 
1. Bagaimana praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan rahin di Desa 
Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengalihan gadai tanpa 
sepengetahuan rahin di Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara 
Kabupaten Pesisir Barat? 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Pada setiap penlitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan 
dan fungsi tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung 
maupun tidak lansung dalam memanfaatkan hasil penelitian tesebut. 
Adapu tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah: 
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a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengalihan gadai tanpa 
sepengetahuan rahin yang terjadi pada masyarakat di Desa Negri Ratu 
Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan tata 
cara pelaksanaan praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang 
pengalihan gadai tanpa sepengetahuan rahin di Desa Negri Ratu 
Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadap praktik pengalihan gadai.  
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan berguna 
sebagai bahan referensi mengenai Pengalihan Gadai tanpa  
Sepengetahuan Rahin yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan 
praktik gadai dalam masyarakat  
b. Secara praktis, untuk menambah dan memperluas wawasan dan ilmu 
pengetahuan syariah tentang gadai dan praktik pengalihan gadai tanpa 
sepengetahuan rahin.   
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F. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penlitian 
Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (Field Research). 
Yaitu, suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi 
atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang di jadikan 
objek penelitian. Yaitu desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara 
Kabupaten Pesisir Barat. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta 
menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.
11
 Dalam penelitian 
ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik dari pengalihan 
gadai tanpa sepengetahuan rahin ditinjau dari hukum islam. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. 
Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat 
langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam 
kehidupan yang sebenarnya, yang di peroleh dari lapangan dengan cara 
                                                             
11
 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru 
Perss, 2014), h.19. 
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wawancara. Penelitian ini dapat diperoleh dari pihak-pihak yang 
berhubungan dengan penelitian yaitu pihak rahin dan murtahin. 
b. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak lansung memberikan data 
kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat 
dokumen. yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca 
buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan 
penelitian yang akan dilakukan. Untuk memperkuat penelitian dan 
melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara 
dengan pihak rahin dan murtahin. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan.
12
 Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa 
Negri Ratu Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat yang melakukan 
gadai dan praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan rahin 
berjumlah kurang dari 100 orang. Yaitu 6 orang, 3 orang sebagai rahin 
dan 3 orang murtahin. 
 
 
                                                             
12
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandug: Alfabeta, 
2008), h.137. 
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b. Sampel  
Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang diteliti. 
Jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Menurut 
Suharsimi Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih 
baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian 
populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil 
antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Karena populasi dari 
penelitian ini kurang dari 100, maka semua populasi dijadikan 
sampel.
13
 Jadi sampel yang diteliti adalah 6 orang masyarakat di desa 
Negri Ratu, yang terdiri dari 3 orang rahin dan 3 orang murtahin yang 
melakukan pengalihan gadai tanpa sepengetahuan  
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa 
metode, yaitu: 
a. Interview (wawancara) 
Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara 
penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan 
menggunakan alat-alat yang dinamakan interview guide (panduan 
wawancara). Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi 
secara langsung dengan mengungkapkan pertanyan-pertanyaan pada 
para responden. Yaitu dengan melakukan wawancara kepada rahin 
                                                             
13
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1991), h.188. 
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(penggadai) dan murtahin (penerima gadai). Yang ada di Desa Negeri 
Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
berupa catatan, transkip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. 
Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data 
dengan cara tidak langsung atau turun langsung ke pada objek 
penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di 
lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.  
5. Pengolahan Data 
Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu 
sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan 
permasalahan yang diteliti sudah lengkap dan benar setelah semua data 
terkumpul.  
b. Sistematika data (sistemazing) yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
14
 
Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi 
dari rumusan masalah. 
6. Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
                                                             
14
 Amirullah, Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Balai 
Pustaka, 2006), h. 107. 
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dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting 
dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri 
sendiri maupun orang lain.
15
 Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini disesuaikan dengan kajian penlitian, yaitu praktik pengalihan 
gadai tanpa sepengetahuan rahin menurut hukum Islam yang akan dikaji 
menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori gadai. Dimana  
melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan 
secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan 
menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk 
mendapatkan yang bersifat khusus. 
  
                                                             
15
 Ibid., h. 335. 
27 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengertian dan Sifat Gadai 
1. Pengertian Gadai 
Dalam fikih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan barang 
jaminan yang disebut ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai 
tanggungan utang.
16
 
Gadai menurut bahasa arab adalah Rahn yang artinya tetap dan lestari, 
dan dinamakan juga al-habsu artinya penahanan. Seperti dikatakan 
“Ni’matun Rahinah” yang artinya karunia yang tetap dan lestari.17 Secara 
bahasa kata ar-rahn berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi 
sebagai pengikat utang” dan ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah 
terkurung atau terjerat.
18
  
Di dalam pengertian istilah adalah menyandra sejumlah harta yang 
diserahkan sebagai jaminan hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta 
yang dimaksud sesudah ditebus.      
 Adapun menurut pengertian syara’, yang dimaksud dengan gadai 
adalah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta menurut 
pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang19, sehingga orang yang 
bersangkutan boleh mengambil utang atau boleh mengambil sebagian 
                                                             
16
 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1 
17
 Sayyid Sabbiq, Fikih Sunnah, juz  12, terj. Kamaluddin A,dkk, (Bandung; Alma‟rif, 
1997), h.139 
18
 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105 
19
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131 
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(manfaat) atas barang yang dijadikan jaminan itu.
20
  
 Berdasarkan Firman Allah awt dalam QS. Al-Muddassir: 38 sebagai 
berikut: 
            
“Tiap-tiap pribadi bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.  
Definisi ar-rahn menurut istilah adalah: 
“Menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan syara‟ sebagai 
jaminan utang yang memungkinkan untuk melunasi utang dari harta itu 
atau sebagainya”22        
      Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi yang tidak berbeda ar-
rahn adalah: 
“Menahan hak milik yang dapat dijadikan pelunas utang, artinya menjadikan 
suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ untuk 
kepercayaan suatu utang sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau 
                                                             
20
 Sayyid Sabbiq, Loc.Cit., h.139 
21
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya Special for woman, (Bandung : 
Sygma Examedia Arkanleema, 2008), h. 576 
22
 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Cetakan ke-8, vol. III, Darul Kitab al-Arabi, Beirut, 
1987, h. 169. 
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sebagian dari benda itu”23      
 Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn adalah 
sebagai berikut: 
1. Menurut Ulama Syafi‟iyah     
 “Menjadikan suatu benda sebagai  jaminan hutang yang dijadikan  
pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang”.24   
 Ulama Syafi‟iyah mendefinisikan akad ar-rahn seperti berikut, yaitu 
menjadikan barang sebagai jaminan utang yang digunakan untuk 
membayar utang gadai tersebut ketika pihak yang berhutang tidak bisa 
membayar.. Kalimat, “menjadikan suatu benda” mengandung makna 
bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan, 
karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa 
dijadikan sebagai jaminan.
25
 
2. Menurut Ulama Malikiyyah      
 Ulama Malikiyyah mendefinisikan ar-rahn sebagai sesuatu yang 
mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari 
pemiliknya untuk dijadikan watsiiqah (penjamin) utang yang lazim. 
Maksudnya adalah suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari 
harta berbentuk al-Ain (barang yang hartanya berbentuk) seperti harta 
yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah, juga seperti hewan dan 
                                                             
23
 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah,  (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h. 251-252 
24
 Khumedi Ja,far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lmpung; Pusat Penelitian 
dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung 2015), h. 214 
25
 Wahbah Al-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6  Penerjemah, Abdul Hayyie Al-
Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani,2011),  h. 107 
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barang komoditi, atau hal-hal yang dapat dimanfaatkan lainya misalnya 
seperti tenaga keahlian namun dengan syarat yang harus jelas dan 
ditentukan masanya. 
3. Menurut Ulama Hanafiyah 
Ulama Hanafiyah mendefinisikan ar-rahn yaitu menjadikan sesuatu 
barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan 
sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun 
sebagian. 
4. Menurut Ulama Hanabillah 
Ulama Hanabillah mendefinisikan ar-rahn yaitu harta yang dijadikan 
sebagai jaminan utang gadai yang ketika pihak yang menanggung hutang 
tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut terbayar dengan 
menggunakan harta hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan utang 
gadai. 
Berdasarkan beberapa pendapat tentang gadai yang telah 
dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai (rahn) adalah 
menahan barang jaminan yang bernilai harta milik rahin (peminjam) yang 
dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak 
murtahin (yang menahan) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali 
seluruh atau sebagian piutangnya dari barang gadai yang dijadikan sebagai 
jaminan, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utang 
pada waktu yang telah disepakati, barang jaminan dijual dan dibayarkan 
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utang dan jika dalam penjualan barang jaminan ada kelebihan maka wajib 
dikembalikan kepada pemiliknya. 
2. Sifat Gadai 
Rahn secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, 
sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai 
(murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada 
rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.  
Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan 
sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, 
pinjam-meminjam, titipan, dan qirad. Semua termasuk akad tabarru‟ 
(derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (al qabdu), sesuai 
kaidah  (tidak sempurna akad tabarru’ kecuali 
pemegangan).
26
 
B.  Landasan hukum Gadai  
Para ulama fikih mengemukakan bahwa menggadaikan barang boleh 
hukumnya baik di dalam hadlar (kampung) maupun di dalam perjalanan, 
hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin.
27
 Akad rahn diperbolehkan oleh 
syara’ dengan berbagai dalil  al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma‟: 
 
 
                                                             
26
 Khumedi ja‟far  Op.Cit.,h. 214-215 
27
 Teuku Muhammad Hasbi Shiddieqy, “Hukum-hukum Fikih Islam” (Semarang; PT. 
Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 362 
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1. Al-Qur‟an 
Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) 283, yaitu :  
                          
                             
                    
“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. 
Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah 
yang di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu 
menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, 
sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan). 
Berdasarkan ayat di atas agar lebih  mudah dipahami tafsiranya yang 
dikutip dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, yaitu: 
Firman Allah SWT. “Jika kamu dalam perjalanan”. Yakni, 
sedang melakukan perjalanan dan terjadi utang-piutang sampai batas 
waktu tertentu    sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis”. Yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu 
„Abbas mengatakan: “Atau mereka yang mendapatkan kertas, tinta atau 
pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi 
jaminan. Maksudnya, penulis itu diganti dengan jaminan yang dipegang 
oleh si pemberi pinjaman.” Firman Allah Ta‟ala:  “Maka 
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hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. 
Ayat ini yang dijadikan sebagai dalil yang menunjukan bahwa jaminan 
harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana pendapat 
Imam Asy-syafi‟i dan Jumhur Ulama, dan ulama yang lain yang 
menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus 
berada ditangan orang yang memberikan jaminan gadai. Ini merupakan 
riwayat dari Imam Ahmad. Sekelompok ulama lain juga berpendapat 
demikian.
29
        
 Adapun fungsi barang gadai  (marhun) pada ayat di atas adalah 
untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima 
gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beritikad baik 
untuk mengembalikan barang pinjamanya (marhun bih) dengan 
menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (marhun), serta tidak 
melalaikan waktu pengembalian utangnya.
30
   
 Tuntunan-tuntunan dalam ayat yang lalu tidak sulit untuk 
dilaksanakan, jika seseorang berada dalam kota dimana para saksi dan 
penulis berada. Tetapi, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah 
tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang 
dapat menulis utang-piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). 
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Diperbolehkannya memberi barang tanggungan sebagai jaminan 
pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan 
dengan perjalanan, ini bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan 
ketika dalam perjalanan. Nabi saw, pernah menggadaikan baju besi beliau  
kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. 
Dengan demikian, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya 
tidak ditemukan penulis ketika dalam perjalanan.
31
  
 Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu 
yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Bahkan 
Syari‟at Islam mengajarkan kepada umatnya supaya tolong-menolong dalam 
kebaikan, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT :  
                           
      
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 
QS. Al-Maidah (5) 2.
32
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2. As-Sunnah 
Dalil diperbolehkannya ar-rahn selain telah disebutkan di dalam al-
Qur‟an, juga dapat berlandaskan pada Sunnah Rasul yang berfungsi 
sebagai penjelas dan pendapat diperbolehkannya ar-rahn yang terdapat di 
dalam al-Qur’an.  
Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya ketika sedang dalam 
perjalanan, seperti di jelaskan dalam hadits   Aisyah r.a yang diriwayatkan 
oleh Imam Muslim, yang berbunyi: 
“Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang 
Yahudi dengan menggadaikan baju besinya sebagai jaminan”, 
(H.R.Muslim).      
 Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa Islam tidak 
membeda-bedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang 
muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya 
sekalipun kepada non muslim. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu 
diperbolehkan. Mereka tidak mempertentangkan kebolehanya, demikian 
pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat disyariatkanya gadai 
dalam waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, berargumentsai kepada 
perbuatan Rasulullah saw, terhadap orang Yahudi di Madinah.
34
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3. Ijma   
Dasar hukum  ar-rahn sealain atas dasar firman Allah SWT dan 
Hadis Nabi, rahn juga dituliskan atas dasar ijma. Jumhur ulama telah 
sepakat bahwa status hukum gadai (ar-rahn) diperbolehkan dalam 
bermuamalah.
35
 Rahn dapat dilakukan baik dalam bepergian (safar) 
maupun tidak dalam safar. 
36
 
Ijma ini berlandaskan pada al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 283 dan 
hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim tentang kisah nabi 
Muhammad SAW, beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang 
yahudi untuk mendapatkan makanan. 
37
 
4. Fatwa Dewan Nasional 
Adapun Fatwa Dewan Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 
26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan 
barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Ketentuan umum:38 
1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 
marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan 
barang) dilunasi. 
                                                             
35
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, ( Jakarta : Kencana Prenada Media 
Group, 2012), h.290 
36
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.234 
37
 Zainudin Ali. Op.Cit.,h. 8 
38
 Dewan Syariah Nasionla MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta:  
Erlangga, 2014) 
37 
 
2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya 
marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin 
rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatanya itu 
sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatanya. 
3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 
kewajiban rahin. 
4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
5) Penjualan marhun  
6) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk 
segera melunasi hutangnya. 
7) Apabila rahin tetap tidak melunasi hutangnya, maka marhun dijual 
paksa/dieksekusi. 
8) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 
penjualan. 
9) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya 
menjadi kewajiban rahin. 
 
38 
 
b. Ketentuan penutup39 
1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibanya atau jika 
terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaianya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari‟ah setelah tidak mencapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 
C.  Rukun dan Syarat Gadai  
Dalam melaksanakan suatu perikatan telah kita ketahuai bahwa terdapat 
rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi, suatu akad yang jika tidak 
memenuhi rukun dan syarat maka akad tersebut tidak sah hukumnya, sama 
halnya dalam gadai (ar-rahn) harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun 
dan syarat rahn telah diatur  dalam syara‟ (hukum Islam) sehingga rahn dapat 
dikatakan sah. Berikut adalah penjelasan rukun dan syarat gadai,  
1. Rukun Gadai  
Kesepakatan dalam perjanjian penggadaian suatu barang sangat 
terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad pinjam meminjam atau utang-
piutang, karena tidak akan terjadi dan tidak ada alasan lain seseorang 
menggadaikan barang atau bendanya jika tidak terdapat utang yang 
dimilikinya.
40
 Utang-piutang sendiri hukumnya adalah mubah bagi orang 
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yang berutang dan sunnah bagi yang mengutangi karena sifatnya 
menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib ketika orang yang 
berutang benar-benar sangat membutuhkannya.
41
 
Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun rahn. 
Adapun menurut jumhur ulama rukun rahn memiliki empat unsur, yaitu :  
a. sighat (lafal ijab dan qabul), adalah kesepakatan antara rahin dan 
murtahin dalam melakukan transaksi gadai.  
b. Ar-rahin dan Al-murtahin, Ar-rahin (orang yang menggadaikan) yaitu 
orang yang telah dewasa, berakal dan bisa dipercaya. Al-murtahin 
(yang menerima gadai) yaitu orang, bank, dan lembaga yang dipercaya 
oleh pihak rahin untuk memperoleh modal dengan barang jaminan 
(gadai),  
c. Al-marhun, (harta yang dijadikan agunan) yaitu barang yang dijadikan 
jaminan oleh rahin untuk mendapatkan modal 
d. Al-marhun bih. (hutang) yaitu sejumlah dana yang diperoleh rahin dari 
murtahin atas dasar besarnya tafsiran marhun
42
 
Adapun syarat yang wajib disempurnakan dalam akad gadai dalam 
hukum Islam dapat dilihat dari persyaratan aqid, syarat sighat, syarat 
marhun bih (hutang), dan al-marhun (barang yang dijadikan jaminan). 
Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan qabul dari 
rahin dan al-murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, 
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akad rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. 
43
 Gadai atau pinjam meminjam memiliki rukun yang harus dipenuhi 
seperti yang telah dijelaskan.
44
 
2. Syarat Gadai        
 Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat, 
berkaitan dengan rahn, syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan 
syarat dalam akad lainya 
a. Persyaratan aqid       
 Kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria 
al-ahliyah. Menurut ulama Syafi’iyah ahliyah adalah orang yang telah 
sah untuk melakukan jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak 
disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah 
mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya 
diperbolehkan melakukakn rahn.     
 Menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyah dalam rahn seperti 
penengertian ahliyah dalam jual beli. Rahn tidak boleh dilakukan oleh 
orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. 
Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang 
dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudharat dan meyakini bahwa 
pemegangnya yang dapat dipercaya.
45
    
 Ahli tasharuf Yaitu rahin dan murtahin mampu membelanjakan 
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harta dan memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan 
gadai.
46
        
 Cakap bertindak menurut hukum artinya pihak-pihak yang 
melakukan akad gadai cakap menurut hukum mempunyai pengertian 
bahwa pihak rahin dan murtahin cakap melakukan perbuatan hukum, 
yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan 
akad.
47
 
b. Syarat Shighat       
 Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam rahn tidak 
boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, 
sebab rahn bukan jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut 
batal dan rahn tetap sah.      
 Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam rahn ada 
yang sahih dan yang rusak. Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa syarat 
dalam rahn ada tiga yaitu; 
1) Syarat sahih, seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar 
sehingga jaminan tidak disita. 
2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan 
agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu 
syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah. 
3) Syarat yang merusak akad, seperti yang mensyaratkan sesuatu 
yang akan merugikan murtahin.      
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 Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi menjadi 
dua, yaitu rahn sahih dan rahn fasid. Rahn fasid adalah rahn yang di 
dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan 
atau dipanglingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan 
barang harus berada di bawah tanggung jawab rahin.  
 Ulama Hanabilah berpendapat senada seperti pendapat ulama 
Malikiyah, yakni rahn terbagi dua, sahih dan fasid. Rahn sahih adalah 
rahn yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan 
kebutuhan. 
c. Syarat Marhun Bih (utang)    
 Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika melakukan akad 
rahn. Rachmat Syafe‟i  memberikan beberapa syarat hutang atau al-
marhun bih yang harus dipenuhi, yaitu :
48
 
1) Marhun bih (hendaklah barang yang wajib diserahkan). Menurut 
ulama selain Hanafiyah, marhun bih hendaklah berupa utang yang 
wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik 
berupa uang ataupun berbentuk benda. 
2) Marhun bih (memungkinkan dapat dibayarkan). Jika marhun bih 
tidak dapat dibayarkan, ar-rahn menjadi tidak sah, sebab menyalahi 
maksud dan tujuan dari disyariatkannya ar-rahn. 
3) Hak atas marhun bih harus jelas. Dengan demikian tidak boleh 
memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan hutang mana yang 
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menjadi barang gadai.       
  Syarat al-marhun bih atau utang dalam melaksanakan akad 
gadai menurut Nasroen Haroen ada tiga syarat bagi marhun bih, 
yaitu:  
1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat 
berhutang. 
2) Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan itu. 
3) Hutang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin. 
d. Syarat Marhun 
Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para 
ulama fiqih sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan 
barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk 
memnuhi hak murtahin. Maka syarat marhun menurut ulama fikih 
antara lain :
49
 
1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang 
2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya 
khamr tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamr tidak 
bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam. 
3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu. 
4) Agunan itu milik sah orang yang berutang. 
5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain. 
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6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran 
dalam beberapa tempat. 
7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun 
manfaatnya. 
Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, antara lain: 
1) Dapat diperjualbelikan 
2) Bermanfaat jelas 
3) Milik rahin 
4) Bisa diserahkan 
5) Tidak bersatu dengan harta lain 
6) Dipegang (dikuasai) oleh rahin 
7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan. 
Rahn dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat 
sebagaiman dijelaskan. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak 
dipenuhi, maka rahn tidak sah.  
e. Syarat Kesempurnaan Rahn (Memegang Barang) 
  Secara umum, ulama fikih sepakat bahwa memegang atau 
menerima barang adalah syarat dalam rahn, yang didasarkan pada (QS. 
Al-Baqarah :283). Namun demikian, diantara para ulama berbeda 
pendapat, apakah memegang barang (rahn) termasuk syarat lazim atau 
syarat kesempurnaan. 
 Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (al-
qabddhu) bukan syarat sah rahn, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, 
45 
 
jika barang belum dipegang oleh murtahin, akad bisa dikembangkan 
lagi. Sebaliknya, jika rahin sudah menyerahkan barang, maka akad 
menjadi lazim, dan rahin tidak boleh membatalkanya secara sepihak. 
Golongan ini mendasarkan pendapat mereka pada ayat Al-Baqarah 
283, mereka berpendapat jika rahn sempurna tanpa memegang, maka 
adanya taqyid (penguat) dengan  tidak berfaedah. Selain itu, 
rahn adalah akad yang membutuhkan qabul, yang otomatis harus 
memegang  marhun 
Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang marhun adalah 
syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. 
Menurut ulama Malikiyah, akad dipandang lazim dengan adanya ijab 
dan qabul. Akan tetapi, murtahin harus meminta kepada rahin barang 
yang digadaikan, jika tidak memintanya atau merelakan borg ditangan 
rahin, rahn menjadi batal. Terdapat beberapa pendapat para ulama 
dalam menentukan orang yang memegang marhun. 
Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa diantara syarat memegang, 
murtahin harus tetap atau lama memegang borg. Dengan demikian 
menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, rahn batal jika murtahin 
meminjamkan atau menitipkan borg kepada rahin. Adapun menurut 
ulama Hanabilah, akad rahn tidak batal, tetapi hilang kelazimanya dan 
akan menjadi lazim kembali jika rahin mengambalikanya kepada 
murtahin. Ulama ini mendasarkan kepada Q.S Al-baqarah ayat 283. 
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Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa akad rahn tidak batal jika 
murtahin menitipkan atau meminjamkan borg kepada rahin misalnya 
untuk memanfaatkanya. Hal ini didasarkan ada hadist riwayat Daruqutni 
dan Hakim, “rahn dikendarai dan diperah”, serta harist Al-Bukhari, 
“punggung dikendarai dengan memberikan nafkahnya jika digadaikan”.50 
f. Orang yang berkuasa atas borg 
Orang yang harus menguasai borg adalah murtahin atau wakilnya. 
Dipandang tidak sah jika orang yang memegang borg adalah rahin sebab 
salah satu tujuan memegang borg adalah untuk keamanan bagi murtahin. 
Borg boleh dititipkan kepada seseorang yang disepakati oleh rahin 
dan murtahin. Orang tersebut disebut al-‘adl. al-‘adl adalah pihak ketiga 
yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad rahn 
(rahin dan murtahin) agar marhun berada di dalam genggamannya untuk 
dijaga dan meletakannya di bawah kuasanya. Al-‘adl dianggap sebagai 
wakil bagi rahin sekaligus wakil bagi murtahin. Al-‘adl adalah wakil 
bagi rahin sendiri karena al-‘adl yang menjaga dan memelihara marhun 
atas keinginan dan pilihan sendiri karena mempercayainya dengan sifat 
amanahnya. Begitu juga, al-‘adl adalah sebagai wakil pihak murtahin 
dalam tugas melakukan al-qabdu berdasarkan persetujuan dan ridha 
murtahin.
51
 
1) Syarat-syarat al-‘adl (orang yang mewakili pihak rahin dan 
murtahin) 
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Diantara syarat-syarat yang harus dimiliki oleh al-’adl adalah 
memiliki dua sifat, yaitu amanah dan bertanggung jawab. 
Disyaratkan juga al ’adl harus orang yang sah dijadikan wakil 
bagi rahin dan murtahin. Dengan demikian, maka al-’adl tidak boleh 
anak kecil, gila, dan lain-lain.  
2) Borg terlepas dari al-’adl (orang yang mewakili pihak rahin dan 
murtahin) 
Borg dapat lepas dari al-’adl dengan alasan sebagai berikut. 
a) Al-‘adl mengundurkan diri sebagai al-’adl, apabila al-’adl 
mengundurkan diri dan menyerahkan kembali marhun kepada 
kedua belah pihak yang mengadakan akad (rahin dan murtahin), 
maka kedudukanya sebagai wakil usai dan berakhir. 
b) Rahin meninggal. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi‟iyah, borg 
tidak lepas jika yang meninngal dunia itu murtahin. 
c) Al-‘adl meninggal, ahli warisnya tidak berhak memegang borg, 
kecuali atas izin rahin dan murtahin. 
d) Al-‘adl gila. 
e) Rahin melepaskan atau membatalkan borg. 
3. Hukum al-’adl  (orang yang mewakili pihak rahin dan murtahin) 
al-’adl memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut: 
a) Al-’adl harus menjaga borg sebagaimana ia menjaga barang 
miliknya. 
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b) Al-’adl  harus tetap memegang borg sebelum ada izin dari yang 
melakukan akad untuk menyerahkan kepada orang lain. 
c) Al-’adl  tidak boleh memanfaatkan borg.52 
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa 
syarat sah yang wajib dipenuhi dalam melakukan akad gadai ada empat 
macam, yaitu syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (rahin 
dan murtahin), sighat (lafal dari akad itu sendiri), al-marhun bih (hutang), 
dan syarat al-marhun (barang yang dijadikan sebagai jaminan atas utang). 
D. Akad dan Hukum Gadai (Rahn) 
1. Akad Rahn 
Kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai dalam melakukan 
transaksi gadai pada dasarnya atas dasar tiga jenis akad transaksi yaitu : 
a.  Akad rahn53 
Akad yang dimaksud adalah menahan harta milik rahin 
(penggadai) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak 
yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh 
atau sebagian piutangnya. 
b. Akad ijarah. 
Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
atas barangnya sendiri. 
54
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c. Akad rahn adalah akad Tabarru’ 
Rahn merupakan salah satu akad tabarru’ (kebajikan). Sebab, 
pinjaman yang diberikan oleh mirtahin tidak dihadapkan dengan 
sesuatu yang lain. Sebagai akad tabarru’, maka akad dimaksud, 
mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan 
sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.
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Menurut Sayyid Sabiq, akad gadai akan di anggap sah apabila 
memenuhi empat syarat yaitu:
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a. Orangnya sudah dewasa 
b. Berfikiran sehat 
c. Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai 
d. Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang 
atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas. 
Apabila rukun sudah terpenuhi, semua sesuai dengan ketentuan 
syariah serta dilakukan oleh orang yang memiliki kelayakan untuk 
bermuamalah, maka akad gadai tersebut adalah sah. 
2. Hukum Rahn 
Hukum rahn secara umum terbagi menjadi dua, yaitu sahih dan 
ghair  sahih (fasid). Yaitu sebagai berikut: 
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a. Hukum Rahn sahih  
 Rahn sahih adalah rahn yang di dalamnya mengandung 
persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada 
suatu yang haram, seperti, mensyaratkan barang harus berada di bawah 
tanggung jawag rahin. 
b. Hukum-hukum rahn fasid 
  rahn fasid adalah rahn yang tidak memenuhi persyaratan 
tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn ghair sahih 
terbagi menjadi dua, yaitu :
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1) Batal, tidak memenuhi persyaratan pada asal akad, seperti aqid 
tidak ahli 
2) Fasid, tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat akad, seperti borg 
berkaitan dengan barang lain. 
 Jumhur ulama fikih sepakat bahwa yang dikategorikan tidak sah 
dan menyebabkan akad batal atau rusak, yaitu tidak adanya dampak 
hukum pada borg. Dengan demikian, murtahin tidak memiliki hak 
untuk menahanya. Begitu pula, rahin diharuskan meminta kembali 
borg. Jika murtahin menolak dan borg sampai rusak, murtahin 
dipandang sebagai perampas. Oleh karena itu harus menggantinya, 
baik dengan barang yang sama atau dengan sesuatu yang sama 
nilainya. Jika rahin meninggal, padahal dia berutang, murtahin lebih 
berhak atas rahin fasid tersebut sebagaimana pada rahin sahih. 
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 Pendapat ulama Malikiyah hampir senada dengan pendapat 
ulama Hanabilah di atas, bahwa jika rahin didasarkan pada akad fasid, 
murtahin lebih berhak atas barang dari pada orang-orang yang 
memiliki piutang lainya. Adapun jika borg rusak di tangan murtahin, 
hukumnya sebagaimana pada rahin sahih. 
 Ulama Syafi‟iyah  dan Hanabilah, berpendapat bahwa huukum 
akad rahn fasid sama dengan hukum akad sahih dalam hal ada atau 
tidaknya tanggung jawab atas borg. Jika pada akad sahih borg rusak di 
tangannya dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka 
sebagaimana pada akad sahih, ia tidak bertanggung jawab atas 
kerusakan tersebut. 
 Kelazimana rahn bergantung pada rahin, bukan murtahin. Rahin 
tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkanya, sedangkan murtahin 
berhak membatalkanya kapan saja berkehendak. 
 Menurut pandangan para jumhur ulama, rahn baru dipandang sah 
apabila borg sudah dipegang oleh murtahin. Sedangkan menurut ulama 
malikiyah cukup dengan adanya ijab qabul. Yang kemudian meminta izin 
kepada  rahin untuk menyerahkan borg.
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E. Hak dan Kewajiban Murtahin  
1. Hak Murtahin (penerima gadai) 
a. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat 
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta 
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benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman 
(marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin. 
b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhun) 
c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak 
menahan harta benda yang diserahkan oleh pemeberi gadai (rahin). 
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2. Kewajiban Murtahin (penerima gadai)60 
a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta 
benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaianya. 
b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk 
kepentingan pribadinya 
c. Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada 
pemberi gadai jika utangnya telah dilunasi. 
F. Hak dan Kewajiban Rahin 
1. Hak Rahin (pemberi gadai) 
a. Pemberi gadai (rahin) berhak mendapatkan pengembalian harta benda 
yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman hutangnya. 
b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan 
dan/hilangnya harta  benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan 
oleh kelalaian penerima gadai. 
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c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai 
sesudah dikurangi siaya pinjaman dan biaya-biaya lainya. 
d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai apabila 
penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadaianya. 
2. Kewajiban Rahin (pemberi gadai) 
a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya 
dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya 
yang ditentukan oleh penerima gadai. 
b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda 
gadaianya, bila dalam hal jangka waktu yang telah ditentukan pemb eri 
gadai tidak dapat melunasi uang pinjamanya. 
61
   
G. Pemanfaatan Barang Gadai 
Hakikat akad ar-rahn dalam Islam adalah akad tabarru’, yakni akad yang 
dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuanya hanya sekedar tolong-
menolong. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, 
bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaanya, 
maka yang memegang gadaian (murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang 
yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (rahin). 
Menurut Sayyid Syabiq, Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah 
tidakak ubahnya qiradh ysng mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk qiradh 
yang mengalirkan manfaat adalah riba.
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Berkaitan dengan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat di 
kalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian 
yang dijadikan jaminan atas utang, apakah pihak yang menggadaikan (rahin) 
atau penerima gadai (murtahin) 
Terkait pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaikan 
(rahin), ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama, selain 
ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh 
memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan Syafi‟iyah 
memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian 
selama tidak menyebabkan nilai barang berkurang, akan tetapi jika 
menyebabkan nilai barang jaminan berkurang maka rahin harus meminta izin 
kepada murtahin. 
1. Rahin yang memanfaatkan marhun 
a. Kalangan ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa pihak yang 
menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah 
digadaikanya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik 
kendaraan, tempat tinggal dan lainya, kecuali penerima gadai 
mengizinkanya. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak 
diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali 
diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Argumentasi kalangan 
Hanafiyah, karena hak menahan barang tersebut berada di tangan 
penerima gadai. 
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b. Kalangan Hanbaliyah berpendapat senada dengan kalangan Hanafiyah. 
Mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk 
memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. 
Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan di 
tangan penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang 
menggadaikan tidak boleh memanfaatkanya. 
c. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa bagi pihak yang 
menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun 
pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan pihak 
penerima gadai itu membatalkan gadai. Karena barang jaminan 
tersebut berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara 
penuh.
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d. Ulama Syafi‟iyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari 
pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah, karena apabila pemilik 
barang itu ingin memanfaatkan al-marhun, tidak perlu ada izin dari 
pemegang al-marhun. Alasanya, barang itu adalah miliknya dan 
seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak 
miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan al-marhun tidak boleh merusak 
barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, apabila 
terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, 
maka pemilik bertanggung jawab untuk itu.
64
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Murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali 
bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air 
susunya. Murtahin boleh menggunakan dan mengambil air susu 
hewan apabila ia memberikan nafkah (memelihara hewan). Tentunya, 
pemanfaatan marhun sesuai dengan besarnya nafkah yang 
dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. 
2. Murtahin yang memanfaatkan marhun 
Masalah yang kedua adalah mengenai pemanfaatan barang gadai 
oleh penerima gadai, dijelaskan sebagai berikut.: 
a. Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat tidak ada hak bagi 
murtahin untuk memanfaatkan sesuatu dari akad ar-rahn. Ulama 
Hanafiyah berpendapat murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun 
baik cara menggunakan, mengendarai, minum susu, atau mendiami 
rumah yang digadaikan, kecuali atas izin rahin. Karena murtahin 
hanya berhak menahan barang gadai tidak untuk memanfaatkan. 
Murtahin tidak berhak memanfaatkan barang yang digadaikan 
sekalipun diizinkan oleh rahin. Marhun hanya berfungsi sebagai 
tausiq bi addayn, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak rahin. 
Jika ia memanfaatkan, kemudian barang rusak maka murtahin 
menanggungnya. 
Apabila rahin mengizinkan murtahin memanfaatkan marhun 
maka murtahin boleh memanfaatkannya secara mutlak menurut 
sebagian ulama Hanafiyah. Akan tetapi sebagian yang lainya 
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melarang karena itu adalah riba. Keizinan dan kerelaan tidak 
menghalalkan riba. Memanfaatkan barang gadaian sama dengan 
qardh yang menguntungkan dan setiap bentuk qardh yang 
menguntungkan adalah riba. 
Jika disyaratkan kepada rahin untuk memanfaatkan barang 
ketika akad, maka akad tersebut diharamkan karena itu adalah riba, 
setiap utang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Jika 
tidak disyaratkan pada waktu akad dibolehkan karena itu adalah akad 
tabarru’ dari rahin kepada murtahin. Ibn Nujaim seperti yang dikutip 
Wahbah al-Zyhaily mengharamkan murtahin memanfaatkan ar-rahn. 
b. Ulama Malikiyyah berpendapat, apabila rahin mengizinkan murtahin 
untuk memanfaatkan marhun atau murtahin mensyaratkan untuk 
memanfaatkan marhun hal itu tidak dibolehkan jika itu berupa utang 
yang timbul dari jual beli yang dilunasi sampai waktu yang 
ditentukan. Akan tetapi, ulama Malikiyyah tidak membolehkan jika 
utang itu berupa qardh karena qardh mendatangkan manfaat tidak 
boleh.
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Menurut Fathi ad-Duraini, kehati-hatian para ulama fiqh dalam 
menetapkan hukum pemanfaatan marhun, baik oleh rahin maupun 
murtahin bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai 
pemakan riba, karena, hakikat rahn dalam Islam adalah akad yang 
dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong-
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menolong. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa apabila 
ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa 
kedua belah pihak boleh memanfaatkan marhun, maka akad rahn itu 
dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat 
akad rahn itu sendiri.
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Rahn yang dikemukakan para ulama klasik hanya bersifat pribadi. 
Artinya, utang-piutang yang hanya terjadi antara seorang yang 
memerlukan dengan seseorang yang memilik kelebihan harta. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa baik 
penerima gadai ataupun pemberi gadai tidak boleh mengambil manfaat dari 
barang yang dijadikan jaminan gadai (barang gadaian). Jika dilakukan tidak 
atau tanpa meminta izin terlebih dahulu, baik pihak rahin (yang 
menggadaikan) ataupun murtahin (yang menggadaikan) 
H. Berakhirnya akad gadai  
Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan 
utang, hibah, membayar utang, dan lain yang akan dijelaskan dibawah ini: 
1. Borg Diserahkan Kepada Pemiliknya 
Jumhur ulama selain Hanafiyah memandang habis rahn jika murtahin 
menyerahkan borg kepada pemiliknya (rahin) sebab borg merupakan 
jaminan utang. Jika borg diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, 
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dipandang habis pula rahn jika murtahin meminjamkan borg kepada rahn 
atau kepada orang lain atas seizin rahin.
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2. Marhun dijual dengan perintah hakim atas pemintaan murtahin 
Apabila marhun dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil 
penjualan tersebut, maka akad rahn selesai dan berakhir. Jika penjualan 
marhun atas dasar kesadaran rahin sendiri atas izin murtahin, maka jika 
penjualan tersebut berlangsung setelah jatuhnya tempo pelunasan utang, 
maka harga hasil penjualan tersebut terikat dengan hak murtahin. Namun 
jika berlangsung sebelum jatuhnya tempo pelunasan hutang yang ada, 
maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, harga hasil penjualan 
tersebut juga terikat dengan hak murtahin dan menjadi marhun 
menggantikan marhun yang dijual. Karena rahin menjual marhun atas 
seizin murtahin, maka haknya ditetapkan dalam harga hasil penjualan 
tersebut, sama seperti jika seandainya hutang yang ada telah jatuh tempo. 
Sementara itu, ulama Malikiyah, Ulama Syafi‟iyah dan Ulama Hanabilah 
berpendapat bahwa akad rahn yang ada batal dengan dijualnya marhun 
dan rahin tidak berkewajiban memberi ganti dengan gadaian yang lain, 
sehingga hutang yang ada menjadi barang tanpa gadaian.
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Rahn akan habis jika hakim memaksa rahin untuk menjual borg, atau 
hakim menjualnya jika rahin menolak. 
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a. Rahin telah membayar utangnya 
Apabila rahin telah melunasi seluruh utangnya, maka akad rahn 
secara otomatis telah selesai dan berakhir. 
b. Pembebasan Utang 
Pembebasan utang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya 
rahn meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain. 
c. Pembatalan Rahn dari Pihak Murtahin 
Rahn dipandang habis jika murtahin membatalkan rahn meskipun 
tanpa seizin rahin. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika pihak rahin 
yang membatalkanya. 
Menurut ulama Hanafiyah, murtahin diharuskan untuk mengatakan 
pembatalan borg kepada rahin. Hal ini karena rahn tidak terjadi, 
kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkanya adalah 
dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn 
dipandang batal jika murtahin membiarkan borg sampai dijual. 
d. Rahin Meninggal 
Para ulama berbeda pendapat dalam hal meninggalnya salah satu 
pihak yang berakad. 
Menurut ulama Malikiyah, rahn habis jika rahin meninggal 
sebelum menyerahkan borg kepada murtahin. Juga dipandang batal 
jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan borg kepada rahin. 
Adapun menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah meninggalnya 
salah satu pihak yang berakad tidak mengakhiri akad gadai, karena 
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menurut ulama tersebut akad gadai bisa dilanjutkan oleh ahli waris, 
sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah jika salah satu 
pihak yang berakad rahin atau murtahin, maka akad gadai berakhir 
e. Borg Rusak 
f. Tasharuruf dan Borg 
Rahn dipandang habis apabila borg di (tasharruf) kan seperti 
dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin 
pemiliknya.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad gadai akan 
berakhir apabila penggadai (rahin) telah dijadikan hibah, hadiah dan 
sedekah, mengembalikan utang pinjamannya kemudian penerima gadai 
(murtahin) mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kepada rahin 
atau salah satu pihak meninggal dunia. 
Dalam KUH perdata 1152 hak gadai hapus, apabila barang gadai 
keluar dari kekuasaan penerima gadai. Apabila barang itu hilang dari 
tangan penerima gadai ini atau dari padanya, maka hendaklah ia 
menuntutnya kembali, sedangkan apabila barang gadai didapatkanya 
kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.
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BAB III 
LAPORAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Pekon Negri Ratu 
Pekon negeri ratu merupakan pekon tertua di marga pugung tampak 
yang semula bernama keratuan dipugung dan merupakan pusat marga (Ibu 
Kota Marga Pugung Tampak). Pekon negeri ratu telah beberapa kali 
berganti nama dan berpindah tempat yaitu Pematang Pugung kemudian 
Bandar Agung kemudian Gedung Wani kemudian Pendagan baru kemudian 
menjadi Negeri Ratu.  
Marga pugung tampak dipimpin oleh seorang sultan (Sai Batin 
Marga) sebagai kepala marga. Sultan pugung tampak membawahi 10 pekon 
dan setiap pekon dipimpin oleh seorang Raja ( Sai Batin Pekon ) yang 
diangkat dan dipercaya oleh Sultan. Setelah kemerdekaan marga pugung 
tampak menjadi bagian dari kecamatan Pesisir Utara dan pekon negeri ratu 
merupakan salah satu yang ada di kecamatan pesisir utara. 
Dalam perkembanganya penduduk Negeri Ratu saat ini terdiri 
beberapa suku disamping penduduk asli lampung telah banyak juga suku 
lainya seperti jawa, sunda dan padang yang tentunya berpengaruh terhadap 
budaya dan ekonomi masyarakat. Namun demikian nilai-nilai tradisi dan 
budayanya tetap dilestarikan masyrakatnya.  
Kepemimpinan Raja dan Sultan berlangsung secara turun temurun. 
Keluarga raja tinggal dirumah yang bernama Lamban Balak, sedangkan 
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Sultan tinggal di rumah yang bernama Lamban Gedung. Sedangkan 
keluarganya tinggal di rumah yang bernama Lamban Rajabasa. 
2. Letak Geografis Desa Negri Ratu 
Pekon Negeri Ratu merupakan salah satu dari 12 pekon diwilayah 
Kecamatan Pesisir Utara yang merupakan pusat Ibu Kota Kecamatan. Luas 
wilayah Pekon Negeri Ratu ± 200165 Hektar.  
Keadaan Iklim Pekon Negeri Ratu sebagaimana desa –desa lain di 
wilayah indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut 
mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang ada di pekon Negeri Ratu 
Desa Negri Ratu berbatasan dengan wilayah Desa lain, untuk lebih 
jelasnya batas-batas wilayah tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kerbang Langgar 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Rindu 
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Berbatasan Lautan 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Pertanian. 
3. Keadaan Demografis Desa Negeri Ratu 
a. Jumlah Penduduk 
Pekon Negeri Ratu hanya terdiri dari 6 pemangku saja dengan 
jumlah penduduk ± 2.527 Jiwa yang terdiri 258 Kepala Keluarga dengan 
rincian sebagai berikut :  
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Tabel 1 
Jumlah Data Penduduk Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara 
Kabupaten Pesisir Barat 
NO. JENIS KELAMIN JUMLAH 
1. Laki – Laki 1170 Orang 
2. Perempuan 1357 Orang 
3. Kepala Keluarga 258 kk 
 Sumber : Data Pekon Negeri Ratu 
 
b. Jumlah Penduduk Menurut Usia 
Tabel 2 
Jumlah Penduduk Menurut Usia Pekon Negeri Ratu Kecamatan  
Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat 
N0. Umur (Tahun) Jumlah (Jiwa) 
1. > 65 200 
2. 60 – 65 150 
3. 55 – 60 100 
4. 50 -55 226 
5. 45 -50 150 
6. 40 -45 230 
7. 35 -40 177 
8. 30 -35 136 
9. 25 -30 200 
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10. 20 -25 230 
11. 15 – 20 200 
12. 10 -15 218 
13. 5 -10 166 
14. < 5 144 
Jumlah 2.527 
   Sumber : Data Pekon Negeri Ratu 
c. Jumlah Penduduk Usia Pendidikan 
Tabel 3 
Tingkat pendidikan masyarakat pekon Negeri Ratu Kecamatan     
Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat 
NO. Tingkat Pendidikan JUMLAH 
1. Tidak Sekolah / Buta Huruf - 
2. Tidak Tamat SD/ Sederajat 1.800 
3. Tamat SD/ Sederajat 1.000 
4. Tamat SLTP/ Sederajat 482 
5. Tamat SLTA/ Sederajat 272 
6.  Tamat D1,D2, D3 13 
7. Sarjana / S1 17 
Sumber : Data Pekon Negeri Ratu 
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d. Jenis Kesenian 
Masyarakat Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara memiliki 
kesenian yang masih ada adalah sebagai berikut : 
Tabel 4 
Jenis Kesenian Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten 
Pesisir Barat 
NO. Jumlah Kelompok Status 
1. Nyambai Aktif 
2. Budindang Aktif 
3. Budiker Aktif 
4. Kakiceran Aktif 
Sumber : Data Pekon Negeri Ratu 
e. Keadaan Ekonomi 
Keadaan ekonomi masyarakat pekon negeri ratu kecamatan pesisir 
utara kabupaten pesisir barat merupakan desa pertanian Dan berada di 
pinggir laut, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian 
sebagai petani dan nelayan. Selengkapnya sebagai berikut : 
Tabel 5 
Jumlah Mata Pencaharian Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesiri Utara 
Kabupaten Pesisir Barat 
Petani Pedagang PNS Nelayan Tukang Lain-Lain 
800 30 10 180 35 - 
 Sumber : Data Pekon Negeri Ratu 
67 
 
f.  Visi Dan Misi 
Adapun Visi dan Misi desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara 
Kabupaten Pesisir Barat yaitu: 
1. VISI 
Terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia dengan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sektor 
pertanian, perkebunan, insprastruktur, dan pariwisata. 
2. MISI 
a) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan produksi pertanian. 
b) Memberdayakan potensi pariwisata yang ada secara optimal 
c) Meningkatkan seumber daya manusia 
d) Mendorong kemandirian 
g. Struktur pemerintahan  
Struktur pemerintahan desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara 
Kabupaten Pesisir Barat yaitu: 
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B. Pelaksanaan Pengalihan Objek Gadai pada Masyarakat di Desa Negeri 
Ratu  
Dalam kehidupan bermasyarakat tentu saling membutuhkan satu sama 
lain, maka dari itu harus bisa saling melengkapi, dan memberi antara sesama 
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umat muslim. Yang pada dasarnya setiap individu memiliki permasalahan 
kebutuhan yang berbeda-beda, adakalanya kebutuhan itu dapat dipenuhi 
seketika itu juga dan adakalanya kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi 
seketika itu. Masyarakat di Desa Negeri Ratu pada umumnya merupakan 
masyarakat yang bermata pencarian utama dibidang pertanian, baik ladang, 
persawahan, perkebunan dan lain sebagainya.   
 Terjadinya gadai pada masyarakat desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir 
Utara Kabupaten Pesisir Barat sebagian besar dilakukan oleh para petani yang 
mengalami kebutuhan mendesak dan memerlukan uang dengan jumlah yang 
cukup besar, sekalipun menunggu hasil panen kemungkinan tidak dapat 
menutupi besarnya uang yang dibutuhkan. Biasanya uang hasil pinjaman di 
perlukan untuk biaya berobat, pendidikan anak dan lain sebagainya.  
Masyarakat pada desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara, pada umumnya 
lebih memilih melakukan akad gadai dari pada meminjam uang di bank 
tertentu, alasanya karena bisa mendapatkan pinjaman uang yang dibutuhkan 
dengan cepat, tanpa adanya persyaratan yang dan ada cicilan setiap bulanya 
jika meminjam uang di bank. Menurut masyarakat di desa Negeri Ratu, 
apabila ada cicilan setiap bulannya mereka akan kesulitan karena sumber 
utama pencarian mereka telah dijadikan sebagai jaminan, setelah 
menggadaikan sawah atau perkebunannya, sebagian masyarakat di desa 
Negeri Ratu hanya menjadi buruh serabutan. Praktik gadai yang biasanya 
dilakukan yaitu dengan kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak 
maka akad gadai bisa secara langsung terjadi.   
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 Demikian jika rahin (penggadai) membutuhkan pinjaman uang, maka 
rahin menemui murtahin dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang dengan 
menawarkan sejumlah tanah sebagai jaminan atas utang. Transaksi gadai 
yang dilakukan oleh kedua belah pihak bersifat tradisional, yaitu dilakukan 
secara lisan tanpa dihadiri saksi, karena pada dasarnya sudah saling percaya 
antara pihak rahin dan murtahin. Namun jika terjadi masalah dalam 
pelunasan maka diselesaikan dengan cara musyawarah oleh kedua belah 
pihak. Proses gadai tersebut yang sering dilakukan oleh masyarakat di desa 
Negeri Ratu.       
 Pelaksanaan gadai pada masyarakat di desa Negeri Ratu tanpa adanya 
batasan waktu sehingga murtahin bisa memanfaatkan tanah yang dijadikan 
sebagai jaminan gadai dan menikmati hasilnya sebagai imbalan dari 
pertolongannya terhadap rahin. Karena pada dasarnya murtahin tidak 
selamanya orang yang mampu dalam hal finansial, gadai ini dilakukan atas 
dasar tolong-menolong dan ketika seorang murtahin (penerima gadai) 
membutuhkan uang secara mendesak untuk keperluan pribadinya, sementara 
rahin belum mengembalikan uang pinjamanya, maka selaku murtahin 
(penerima gadai) yang tidak mempunyai pilihan lain juga akan melakukan 
pinjaman uang dengan kerabat lainya untuk memenuhi kebutuhanya saat itu, 
dengan alasan rahin belum membayar kembali utangnya atau menebus 
jaminannya, sehingga pilihan satu-satunya yang dilakukan oleh murtahin 
yaitu dengan meminjam dari pihak lain.     
 Dalam proses pengalihan gadai tanpa sepengetahuan rahin di desa 
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Negeri Ratu yaitu dengan cara memberikan atau memindahtangankan 
jaminan rahin kepada pihak lain (pihak ketiga). Dengan alasan kebutuhan 
yang mendesak dan penggadai (rahin) belum membayar utangnya, namun 
pengalihan barang gadai yang dilakukan oleh murtahin (penerima gadai) 
tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada rahin sebagai pemilik jaminan.  
 Di bawah ini disajikan beberapa kasus pengalihan gadai tanpa 
sepengetahuan rahin. Yang diperolah dari Desa Negeri Ratu Kecamatan 
Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, yaitu: 
1. Praktik Gadai yang dilakukan oleh bapak Lukman dengan Tambat 
Zakarni  
Bapak lukman menggadaikan kebun damarnya kepada bapak 
Tambat Zakarni pada tahun 2012, pada saat itu seorang putri pak lukman 
membutuhkan uang untuk biaya kuliah anaknya. Bapak Lukman 
mengatakan terpaksa menggadaikan kebun damarnya karena tidak 
memiliki pilihan lain, karena untuk mendapatkan uang yang cepat pada 
saat itu yaitu dengan cara meminjam uang dari kerabat yang memang 
sudah dikenal, untuk menjamin kepercayaan kepada bapak tambat maka 
bapak Lukman menyerahkan kebun damarnya sebagai jaminan.
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Adapun proses gadainya yaitu bapak Lukman pihak rahin menemui 
bapak Tambat Zakarni dengan mengatakan ingin meminjam sejumlah 
uang, karena uang dipinjam tidak sedikit, bapak Tambat meminta 
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jaminan atau sebagai bukti bahwa uang tersebut akan dikembalikan dan 
Bapak Lukman menyetujui akad gadai tersebut. 
 Bapak Tambat sebagai murtahin dari perjanjian gadai tersebut, 
menjaminkan kembali kebun damar yang dijadikan jaminan oleh rahin 
(bapak Lukman). Namun tidak meminta izin terlebih dahulu kepada 
pihak rahin (bapak Lukman).
72
   
 Bapak Tambat mengatakan, akibat dari perbuatanya yaitu 
pengalihan jaminan gadai yang dilakukannya menimbulkan perselisihan, 
sehingga tali persaudaraan menjadi tidak baik. 
2. Praktik Gadai yang dilakukan oleh bapak Ahmad Suparmi dengan bapak 
Alkok  
Menurut bapak Ahmad Suparmi menggadaikan sawahnya pada 
tahun 2010. Adapun proses gadai yang dilakukan hampir sama dengan 
gadai yang dilakukan oleh bapak Lukman, yaitu dengan datangnya 
bapak Ahmad Suparmi ke rumah bapak Alkok mengatakan akan 
meminjam sejumlah uang, namun dengan jaminan tiga petak sawah yang 
dimilikinya.
73
 Bapak Alkok menyetujui akad tersebut, namun seiring 
waktu salah satu keluarga bapak Alkok harus dirawat kerumah sakit dan 
membutuhkan uang seketika itu juga, dan tanpa berpikir panjang bapak 
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Alkok meminjam uang dengan salah satu tetangganya dengan 
menjaminkan sawahnya kepada bapak Ahmad suparmi. 
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 Bapak Alkok mengakui kesalahanya tidak meminta izin terlebih 
dahulu kepada pihak rahin (bapak Ahmad Suparmi). Sekitar dua bulan 
setelah bapak Alkok  menggadaikan kembali jaminan tersebut, bapak 
Ahmad mendapat informasi bahwa sawah yang dijadikan sebagai 
jaminan sudah berpindah tangan kepada pihak lain, kemudian bapak 
Ahmad menemui bapak Alkok dengan membawa sejumlah uang 
pinjamannya dengan maksud mengembalikan uang pinjamannya. Setelah 
kejadian tersebut hubungan kekerabatan antara keluarga bapak Alkok 
dan bapak Ahmad Suparmi menjadi tidak harmonis lagi. 
3. Praktik Gadai yang dilakukan oleh bapak Khoiron dengan bapak 
Hermansyah 
Menurut keterangan bapak Khoiron ia menggadaikan tanah 
sawahnya pada tahun 2014, bahwa saat itu bapak Khoiron menggadaikan 
sawahnya karena akan membuka suatu usaha dengan modal hasil dari 
menggadaikan tanah sawahnya. Bapak Khoiron memilih menggadaikan 
tanah sawahnya dari pada meminjam di bank dengan alasan bahwa tidak 
harus mencicil setiap bulannya karena dengan usaha yang baru dimulai 
masih banyak yang dibutuhkan.
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 Proses gadai yang dilakukan Oleh bapak Khoiron yaitu dengan 
mendatangi rumah bapak Hermansyah dan mengatakan akan meminjam 
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sejumlah uang, yang akan dikembalikan ketika usahanya sudah 
menghasilkan. Namun bapak Hermansyah menggadaikan kembali tanah 
sawah milik bapak Khoiron kepada kerabatnya dan tidak memberitahu 
pihak rahin (bapak Khoiron). Setelah mengetahui dari salah satu temanya 
bahwa sawah yang dijadikan jaminan bukan bapak Hermansyah lagi 
yang menggarapnya. Bapak Khoiron mengembalikan uang pinjamannya 
dan ia terpaksa meminjam uang di bank untuk melunasi utangnya, akan 
tetapi hubungan antara bapak Khoiron dan bapak Hermansyah tetap 
harmonis hingga saat ini, karena bapak Hermansyah telah meminta maaf 
dan telah dimaafkan oleh bapak Khoiron.
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 Jadi pengalihan gadai tanpa sepengetahuan rahin ini dilakukan ketika 
murtahin membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhanya seketika itu 
juga, karena pada dasarnya gadai yang ada dalam lingkungan masyarakat 
dilakukan atas dasar tolong-menolong antar sesama kerabat, bukan berarti 
murtahin seorang yang memiliki kelebihan harta, melainkan dengan prinsip 
saling membantu antara satu dengan yang lainnya. 
Apabila pengalihan barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam akad 
gadai dan pemanfaatan tanah jaminan secara penuh oleh murtahin sehingga 
rahin tidak memiliki hak atas tanah jaminan tersebut, apabila praktek yang 
berlansung sesuai dengan yang di tawarkan oleh M. Ali Hasan dalam 
bukunya berbagai macam transaksi dalam hukum Islam : “barang jaminan 
seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubazir (tidak 
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produktif) dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan penggadai 
atas kesepakatan bersama. Ada satu hal yang amat penting yang perlu diingat 
bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak milik sepenuhnya penerima gadai 
seperti yang berlaku di masyarakat  dan praktek semacam inilah yang 
diupayakan supaya sesuai dan sejalan dengan Syariat Islam.”77 
Berdasarkan pengalihan barang jaminan gadai tanpa sepengetahuan 
rahin di Desa Negeri Ratu yang telah dituangkan di atas, dijelaskan bahwa 
pengalihan barang jaminan gadai yang ada di Desa Negeri Ratu yaitu dengan 
memberikan jaminan atau memindahtangankan tanah yang di jadikan sebagai  
jaminan oleh rahin kepada pihak ketiga oleh murtahin.  
Setelah melakukan wawancara dengan para responden yaitu sebagian 
masyarakat di desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara, ternyata masih 
banyak yang belum memahami bahwa murtahin sebagai penerima barang 
jaminan tidak boleh memindahtangankan barang yang dijadikan jaminan oleh 
pihak rahin, karena murtahin seharusnya menahan jaminan tersebut, dapat 
dilihat dari kata al-hasbu yang berarti penahanan, dan kewajiban dari seorang 
murtahin yaitu menahan barang gadai yang dijadikan jaminan oleh pihak 
rahin. Ketentuan gadai telah diatur dalam Syariat Islam. Namun atas dasar 
kebiasaan dan ketidaktahuan tersebut akad gadai dilakukan atas dasar 
kemauan antara kedua belah pihak, dan atas dasar saling percaya. Ketidak 
pahaman mengenai hukum gadai tersebut karena minimnya pengetahuan 
msyarakat serta mengutamakan kebiasaan.  
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C. Motivasi Pengalihan Objek Gadai pada Masyarakat di Desa Nageri Ratu 
 Praktik gadai pada masayarakat di Desa Negeri Ratu dilakukan secara 
lisan, tidak terdapat bukti secara tertulis, dan tidak dihadiri oleh saksi, 
sehingga objek jaminan di pihak murtahin. Murtahin (penerima gadai) adalah 
orang yang memberi utang kepada rahin dan sebagai pemegang jaminan atas 
utang. Tanah sawah atau perkebunan yang dijadikan sebagai jaminan 
murtahin yang memanfaatkan, sehingga hasil dari sawah atau perkebunan 
menjadi milik murtahin. Murtahin sebagai pemegang jaminan tentunya 
mempunyai hak dan kewajiban, hak murtahin (penerima gadai) yaitu 
penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi 
kewajibannya pada saat jatuh tempo, hasil penjualan harta benda gadai 
(marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan 
sisanya dikembalikan kepada rahin, selama pinjaman belum dilunasi maka 
pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda yang diserahkan oleh 
pemeberi gadai (rahin). Adapun salah satu kewajiban murtahin sebagai 
pemegang jaminan yaitu penerima gadai tidak boleh menggunakan barang 
gadai untuk kepentingan pribadinya.  
 Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa murtahin sebagai 
pemegang jaminan mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati, 
murtahin tidak diperbolehkan menggunakan barang gadai untuk kepentingan 
pribadinya. 
 Masyarakat di Desa Negeri Ratu yang melakukan pengalihan objek 
jaminan gadai pada umumnya karena suatu keadaan yang mendesak dan 
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tidak mempunyai alternative lain untuk memenuhi kebutuhanya. 
menjaminkan kembali objek jaminan dari pihak rahin kepada pihak lain 
tentunya dilakukan atas dasar kemauannya sendiri tanpa meminta izin 
terlebih dahulu. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA 
A. Praktik Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin pada 
Masyarakat di Desa Negri Ratu  
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu 
hasil wawancara, data kepustakaan baik data langsung dari kitab aslinya atau 
kitab terjemahan, buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan judul 
penelitian ini, yaitu yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang 
Pengalihan Gadai tanpa sepengetahuan Rahin”, yang kemudian dituangkan 
dalam bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya adalah 
menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan 
dalam penelitian berdasarkan hukum Islam.    
 Praktik gadai yang dilakukan masyarakat di desa Negeri Ratu yaitu 
dengan adanya penyerahan jaminan sawah atau perkebunan kepada murtahin 
sebagai jaminan atas utang oleh rahin. Adapun waktu pengembalian utang 
apabila rahin sudah memiliki uang untuk mengembalikan utang dan 
mengambil kembali jaminan sawah atau tanah yang dijadikan sebagai 
jaminan. Gadai menurut masyarakat desa Negeri Ratu yaitu penyerahan 
barang jaminan yang memiliki nilai harta yang bisa dimanfaatkan.   
 Transaksi gadai terjadi karena adanya kebutuhan yang mendesak, baik 
itu kebutuhan dalam bidang pendidikan, pengobatan ataupun kebutuhan 
pokok lainya. Pelaksanaan gadai yang dilakukakan masyarakat di desa Negeri 
Ratu masih banyak yang belum memahami praktik gadai yang sesuai dengan 
ketentuan hukum Islam.       
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 Masyarakat di desa Negeri Ratu dalam pelaksanakan akad gadai terdapat 
pihak ketiga, Pihak ketiga yaitu pihak yang mendapatkan sawah atau 
perkebunan untuk diambil manfaatnya dengan memberikan uang kepada 
murtahin (pihak kedua) sebagai imbalan, sedangkan jaminan sawah tersebut 
merupakan milik rahin (pihak pertama). Ini artinya masih banyak yang belum 
memahami kewajibanya sebagai murtahin, seperti yang telah dijelaskan pada 
BAB II bahwa penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk 
kepentingan pribadinya.      
 Sebagaimana telah diketahui bahwa pelaksanaan pratik gadai dapat 
dikatakan sah apabila rukun dan syarat yang ditentukan oleh syara‟ sudah 
terpenuhi, apabila salah satu tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.  
B.  Tinjauan hukum Islam tentang pengalihan gadai tanpa sepengetahuan 
rahin pada desa Negeri Ratu 
 
Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya 
manusia akan melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-
hari, dan diciptakan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. 
Salah satu bentuk dari tolong menolong antar sesama yaitu dengan cara 
bermuamalah. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia, harus 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum syara‟, sama 
halnya dalam prinsip muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan 
kemaslahatan umat manusia. 
Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang biasa dilakukan masyarakat 
di desa Negeri Ratu adalah akad gadai, yaitu suatu perjanjian dengan adanya 
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jaminan sawah atau perkebunan, praktik gadai semacam ini merupakan salah 
satu solusi ketika seseorang membutuhkan uang yang lebih untuk memenuhi 
kebutuhan yang mendesak.  
Gadai (ar-rahn) yang berarti  tetap dan lestari, dinamakan juga al-hasbu 
yaitu penahanan. Menurut istilah syara‟ yang dimaksud dengan rahn adalah 
menjadikan suatu benda bernilai harta menurut pandangan syara‟ sebagai 
jaminan atas utang, dengan jaminan tersebut maka seluruh atau sebagian 
utang dapat diterima. Adapun menurut Sayyid Sabiq dikemukakan bahwa 
rahn ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut 
pandangan syara‟ sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan 
boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian manfaat dari jaminan 
tersebut. Pada pelaksanaannya pihak murtahin belum memahami 
kewajibannya sebagai murtahin. 
Pengalihan gadai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa 
Negeri Ratu untuk kepentingan pribadi murtahin, karena pihak murtahin 
membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara rahin 
belum mengembalikan uang pinjamannya. Adapun proses pengalihan gadai 
tersebut yaitu seorang murtahin mengalihkan jaminan rahin yang berada 
ditangannya kepada pihak ketiga. Dalam pelaksanaan gadai, kewajiban 
seorang murtahin adalah menjaga dan menahan jaminan dari pihak rahin.  
Kegiatan bermuamalah dalam Islam tidak ada larangan selama tidak 
menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh syara‟, tidak terkecuali dalam 
akad gadai, dalam Islam gadai diperbolehkan sebagai bentuk dari tolong 
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menolong antar sesama, selama tidak menyalahi hukum syara‟. Sebagaimana 
di tegaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah ayat 2: 
                           
        
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” 
 Jika dilihat dari pelaksanaan gadai di desa Negeri Ratu berdasarkan hasil 
wawancara, pada umumnya dilakukan atas dasar tolong menolong. 
 Transaksi gadai yang dilaksanakan masyarakat di desa Negeri Ratu sudah 
memenuhi unsur-unsur pokok yaitu: 
1. Aqid (orang yang berakad) yaitu rahin (orang yang menggadaikan) dan 
murtahin (orang yang menerima jaminan). 
2. Sighat (ijab dan kabul), kesepakatan antara rahin dan murtahin 
3. adanya barang jaminan (marhun) yang berupa sawah atau perkebunan 
sebagai obyek gadai. 
4. Marhun bih (utang)  
Dengan demikian maka proses dan pelaksanaan praktik gadai yang 
terjadi di desa Negeri Ratu, sudah sesuai dengan syariat Islam jika dilihat dari 
rukunnya, oleh sebab itu akad yang dilakukan  kedua belah pihak merupakan 
suatu kesepakatan yang mereka buat, sesuai dengan akad perjanjian pada 
umumnya. Mengenai pelaksanaan akad dalam transaksi gadai yang terjadi di 
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Desa Negeri Ratu tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu karena murtahin 
sebagai pemegang gadai (pemegang barang jaminan yang diberikan oleh 
rahin) tidak diperbolehkan mengalihkan jaminan tersebut kepada pihak lain 
untuk memenuhi kebutuhanya, murtahin hanya sebagai pemegang jaminan.  
Adapun pendapat Imam Syafi‟i dan Imam Maliki dijelaskan bahwa 
barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan kepercayaan 
atas utang. Jika murtahin boleh mengambil manfaat atas benda yang 
dijadikan jaminan utang berarti memperbolehkan mengambil manfaat kepada 
bukan pemiliknya, hal demikian tidak dibenarkan oleh syara‟, dan apabila 
seorang murtahin mensyaratkan bahwa pemanfaatan barang gadai adalah 
untuknya pada waktu akad maka akad tersebut tidak sah. 
Jumhur ulama selain Hanabilah mengemukakan bahwa, tidak ada hak 
bagi murtahin untuk memanfaatkan sesuatu dari akad ar-rahn, karena 
jaminan itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang jaminan terhadap 
barang itu hanya sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Apabila rahin 
(orang yang berutang) tidak mampu melunasinya, murtahin boleh menjual 
jaminan itu untuk melunasi piutangnya.  
“Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil 
(dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi 
tanggung jawabnya.” (HR. Al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu 
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Hurairah).        
 Apabila pemilik barang memberikan izin kepada murtahin (pemegang 
jaminan) memanfaatkan jaminan itu selama ditanganya, maka sebagian ulama 
Hanafiyah membolehkanya, karena dengan adanya izin dari rahin (pemberi 
jaminan), maka tidak ada halangan bagi murtahin (pemegang jaminan) untuk 
memanfaatkan jaminan tersebut. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah 
lainnya, ulama Syafi‟iyah, dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa, 
sekalipun pemilik barang jaminan mengizinkanya, pemegang jaminan tidak 
boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena hasil dari pemanfaatan atas 
benda yang dijadikan jaminan itu mengarah ke unsur riba yang dilarang oleh 
syara‟, adanya izin pemanfaatan dalam praktik gadai cenderung karena 
keadaan terpaksa, dan takut tidak mendapatkan uang pinjaman dari murtahin. 
 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 279: 
                       
            
“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu 
bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 
Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah:279) 
 Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa hasil kesepakatan yang 
dicapai oleh kedua belah pihak tidak boleh merugikan salah satu pihak. Oleh 
karena itu, pihak rahin adalah pemilik barang sedangkan murtahin hanya 
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pihak yang mempunyai hak menahan barang jaminan sampai utang terlunasi. 
 Apabila yang dijadikan jaminan adalah binatang ternak, menurut 
sebagian ulama Hanafiyah, murtahin boleh memanfaatkan hewan ternak itu 
apabila mendapatkan izin pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi‟iyah, dan 
sebagian ulama Hanafiyah berpendirian bahwa  apabila hewan dibiarkan saja, 
tanpa diurus pemiliknya, maka murtahin boleh memanfaatkanya, baik seizin 
pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan hewan itu sia-sia termasuk ke 
dalam larangan Rasulullah saw. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila 
apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang 
barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan menggunakkanya, 
sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan pemegang jaminan. Akan 
tetapi, menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan 
atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka 
pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkanya.  
 Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, praktik gadai yang 
ada di desa Negeri Ratu, yaitu gadai yang dilakukan atas dasar tolong 
menolong, pihak rahin menemui murtahin dengan tujuan untuk mendapatkan 
pinjaman sejumlah uang dengan jaminan, agar mendapatkan kepercayaan 
bahwa utang tersebut akan di bayar. Adapun yang dijadikan sebagai jaminan 
adalah tanah, dan tidak memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Namun dalam 
pelaksanaannya terjadi pengalihan jaminan gadai tanpa izin terlebih dahulu 
kepada pihak rahin, sehingga menyebabkan hubungan antara rahin dan 
murtahin menjadi tidak harmonis.  
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Menurut sebagian ulama Hanafiyah, ulama Syafi‟iyah dan ulama 
Hanabilah pergadaian murtahin batal jika barang yang ia terima sebagai 
gadaian tersebut justru digadaikan sendiri sebagai jaminan utang pribadinya 
atas seizin pemilik barang tersebut (rahin), hukumnya sama dengan hukum 
menggadaikan barang pinjaman untuk digadaikan. Namun jika murtahin 
pertama menggadaikan barang yang digadaikan kepadanya itu tanpa seizin 
pemiliknya (rahin), maka akad rahn yang dilakukan oleh murtahin pertama 
tersebut tidak sah, dan pemilik barang tersebut berhak mengembalikan barang 
tersebut ketangan murtahin pertama seperti semula.    
 Pada dasarnya yang memiliki hak atas  manfaat barang jaminan adalah 
rahin. Walaupun barang jaminan (marhun) di bawah kekuasaan murtahin. 
Rahin dan murtahin tidak boleh mengurangi jumlah dari jaminan tersebut 
atau menjualnya, kecuali untuk dijual atas izin rahin dengan tujuan melunasi 
utangnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalihan barang gadai 
tanpa sepengetahuan rahin yang di lakukan di desa Negeri Ratu tidak dapat di 
benarkan karena murtahin tidak mempunyai hak atas barang jamianan 
tersebut. Dan akan menimbulkan masalah di kemudian hari, sedangkan syara‟ 
menetapkan hukum untuk kemaslahatan umatnya dan seorang mukhallaf 
dituntut supaya berjalan sesuai dengan hukum syara‟ dalam segala hal yang 
dilakukanya. Karena segala sesuatu yang disyari‟atkan adalah untuk 
memperoleh mashlahat dan menolak mufsadat, apabila seseorang melakukan 
sesuatu tidak sesuai dengan hukum syara‟ berarti orang tersebut telah 
melanggar hukum syara‟. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum tentang 
pengalihan gadai tanpa sepengetahuan rahin pada desa Negeri Ratu Kecamatan 
Pesisr Utara Kabupaten Pesisir Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Praktik  gadai yang dilakukan di desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara 
Kabupaten Pesisir Barat, dilakukan dengan perjanjian pinjam-meminjam 
antara rahin dan murtahin dengan jaminan tanah. Sistem perjanjian gadai 
yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hanya secara lisan dan tanpa adanya 
saksi bahwa telah terjadi praktik gadai. Pelaksanaan dalam perjanjian 
tersebut rahin sebagai peminjam atau pemilik tanah gadai memberikan 
kekuasaan penuh kepada murtahin (penerima gadai) untuk menjaga, dan 
memelihara tanah jaminan. Tetapi, seiring berjalanya waktu murtahin 
memanfaatkan tanah jaminan tersebut untuk kepentingan pribadinya, 
dengan memindahtangankan kepada pihak ketiga dan dilakukan tanpa 
meminta izin kepada pihak rahin. Pemindahan tersebut dilakukan untuk 
kebutuhan murtahin sendiri. 
2. Pandangan hukum Islam tehadap praktik pengalihan gadai tanpa 
sepengetahuan rahin yang ada di Desa Negeri Ratu tidak dibenarkan karena 
dalam Islam pemanfaatan barang gadai oleh murtahin (penerima gadai) 
tidak diperbolehkan  karena pada dasarnya kewajiban murtahin menjaga 
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menahan objek jaminan rahin. Adapun menurut sebagian ulama Hanafiyah, 
ulama Malikiyah, dan ulama Syafi‟iyah berpendapat, sekalipun pemilik 
barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh 
memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu 
dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang 
syara‟. Karena murtahin hanya berhak untuk menahan barang gadai tidak 
untuk memanfaatkan. Murtahin tidak berhak memanfaatkan barang gadaian 
sekalipun dizinkan oleh  rahin. Marhun hanya berfungsi sebagai tautsiq bi 
ad-dayn, sedangkan manfaat tetap menjadi hak rahin. 
B. Saran 
Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan maka dapat disimpulkan 
bahwa pengalihan barang gadai di Desa Negeri Ratu Kecamataan Pesisir 
Utara Kabupaten Pesisir Barat adalah tidak dibenarkan dalam hukum Islam, 
maka diperlukan nya beberapa saran antara lain sebagai berikut: 
1. Kepada petani yang melakukan praktik gadai harus ada bukti tertulis dan 
adanya saksi, supaya tidak terjadi perselisihan yang tidak diinginkan dan 
merugikan salah satu pihak. Pengalihan gadai tanpa sepengetahuan rahin 
sebaiknya tidak dilakukan karena pengalihan barang jaminan gadai 
tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Pihak rahin dan murtahin 
dalam melakukan praktik gadai untuk kedepannya sebaiknya dilakukan 
sesuai dengan hukum Islam.  
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Negeri Ratu supaya 
mengadakan diskusi dan pengajian-pengajian mengenai hak dan tanggung 
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jawab dalam praktik gadai, sehingga masyarakat bisa lebih memahami 
cara bermuamalah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah 
SAW dan para ulama fikih. 
. 
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